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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan sJrukur kehadirat AUah SWT, karena berkat

petunjuk dan hidayah-Nya, Renstia Strategis fRenstra) lnspektorat Kabupaten Banjar

Tahun 2021-2026 dapat disclesaikan sesuai den8an jadwal yang ditentukan.

Rencana Str:etegis (Renstra) Inspektorat 'fah.ul] 2021-2026 yang merupakan

perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan proglam kerja

Inspeldorat. Renstra ini merupakan dokumcn pcrcncanaan yang tidak terlepas dari

dokumcn perencanaan pada tirlgkat Kabupeten bcrupa RPJMD rnaupun pada tingkat

provinsi da, tingkat pusat.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, garnbaran petrayanah SKPD, isu-

isu strategis bardasarkan tupoksi, penyajian visi, raisi, tujuan dan sasaran, strateBis

d8! kebijakan, rencana program dan kcdatan, indikator kincda, kelompok sasaran,

dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD, penurup, dan leftpiran.

Dcngan tersusunnya ini dihatapkan pule dapat menjadi bahan atau acuan

bagi segenap aperat Inspektorat Kabupaten Bahja.r untuk lebih meningkatkan peran

aktif dalam mencapai visi dan melaksanakan misi yang telal ditetapkan.

24 September 2021
UPATEN

S.Hut, ME, CGCAE
Utama Muda

1015 200003 2 003
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BAB I
PEIIDAAI'LUAII

1.1. Irt.r B.Llr.!g
lnspeldorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP), memiliki peran yang strategis baik ditinjau dari aspek

fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi

pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah daerah.

Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Kabupaten Banjar

mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau

fungsi pela-ksanaan, Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan

progran-program pemerintah daerah, lnspektorat Kabupaten Baljar
menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap

pelaksanasr pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksalaar urusan pemerintahan.

Untuk m€laksanakan peran dan fungsi tersebut lnspektorat

I(abupaten Banjar Kabupaten Banjar mcnyusun Rcncana Strategis

lnspeli.torat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 sesuai yang

diamanatl<an dalarn Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangal Per:aturan Daerah

tentang Rencarta Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembanguna! Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembalgunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencr-na Kelja PcEerintah Daeralt,

dalam ralgka menyclaraskan dengan Rencaaa Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2O2l - 2026,

untuk mendukung capaian tujuan, sasa-ran darl program yang menjadi

tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Barjar.
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daersh untuk periode 5 {lima) tahun yang merBuat tujuar,



sasarzrn, prograrn dan kegiatan yang berfungsi sebagai sebagai landasan

dan pemberi arah dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat

daerah selama lima tahun, berdasarkal hasil eva-luasi dan capaian

kegiatan lima tahun sebelumnya.

PenJrusunan Renstra lnspektorat Kabupaten Banjal Kabupaten

Banjar diiakukalr oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan

lnspektur Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2021 yang diawali dengan

tahapan persiap€rn penJrusunan; penJ rsuna-n rancangan awa-[;

penJrusuna! ralcanganl pela.ksanaan forum Perangkat Daerah dan

lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan tahap

terakhir adalah penetapan.

Untuk memastikan kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Ba-njar,

secara intensif tim penjrusun Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar

melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dan

pemargku kepentingan lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

1.2. Llrlda!.r Hukuto

Dasar hukum yang melatar belakangi pen]rusunan Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten BaJrjar Kabupaten Kabupaten BaIljar Tahun

2O2l - 2026 addah sebagai berikut :

l. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaima,na telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Peraturan Pemcrintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2OO8

tentang Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2O1O tentang Tahapan, Tata

Cara PenJrusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembanguna! Daerah;

6. Peraturari Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaair

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7 tentang Tata

Cara Pengawasan atas Penyelenggaraar Pemerintahan Daerah

sebagaimana teLah diubah denSan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2OO9 tentalg Perubahan Atas Peratura, Menteri

Dalam Negeri NoEor 23 Tahun 2007 teotang Tata Cara Pengawasan

atas Penyelengga-raan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranca-ngan Peraturan DaerB-h tentang

Rencana Pembangunan Jangka Paljang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rcncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintai Daerah;

9. Peraturan Menteri Da]am Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Da.lam Negeri Nomor O5O-3708 Tahun 2O2O

tentang Hasil Verilikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dart Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (I€mbaian Daerah

Kabupaten Barjar Tahun 2016 Nomor 13, Tamba-han Lembaran

Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2O2l ter.taI:.g

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banja!

Tah,ur: 2021-2026 (L€mbaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021

Nomor 5, Tambahal Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Rencara Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar

Tahwl) 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5

Talun 2O21 , Tambahan lrmbaran Da€rah Kabupaten Banjar Nomor

5 Tahun 2021);

14. Peraturan Bupati Bartjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susuoar Organisasi, I\rgas dan F'ungsi Serta Tata Keda Inspelidorat

Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016

Nomor 5O);

15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penilaian

Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah

Kabupaten Banjar Tahun 2021).

1.3. tt.Lrud ian tuu.i
Renc€na Strategis (Renstra) Inspel(orat Kabupaten Banjar

Kabupatcn Banjar Tahun 202l-2026 dimaksudkan sebagai pedoman

dalam mclaksanakan pengawasan pemcrintahan daerah guna

mewujudkan visi dan misi Bupati Banjar terpilih dalam 5 (lima) tahun

ke depan.



1.4.

T\.rjuan disusunnya Rencana Strategis Inspelrtorat Kabupaten

Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 adalah :

l. Memberikan a.rah dan tujuan yang jelas dan pasti bagi pelal<sanaan

program dan kegjatan Inspektorat Kabupaten Banjar;

2. Sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten BaItjaI

Kabupaten Banjar urttuk periode lima tahunan yang memuat tujuan,

sasa-ran, strategi, arah kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan

serta menjadi tolak ukur penilaian kinetja Inspektorat Kabupaten

Banjar;

3. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan

selama lima tahun:

4. Sebagai acua-n dalam pembuatan Rencana Kerja tahunan

Inspektorat Kabupaten Banjar.

Elrtcmetltr Psnulisa
Rencana strategis Inspekorat Kabupaten Banjar Tahun 202l-2026

disusun dengan sistematjka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

l.l. tatar Belakang

L2. Londasan Hukum

1.3. Maksud dan Tlrjuan

1.4. SistematikaPenulissn

BAB II. GAMBARAN PEI.AYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struhur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kincda Pclayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASAI,,AHAN DAN ISU.ISU STRATEGIS

3.1. Identifftasi Permasalahan Berdasarkan T\rgas dan Fungsi

3.2. Telaaha-n Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih



3.3. Telaahan Rencana

Provinsi

Inspehorat Kabupaten Banjar

3.4. Telaahan Rencana Ruang Wilaya-h dan Kajian

Lingkungan Hidup

3.5. Penentuan lsu-Isu

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

BAE} V. STRATEGI DAN ARAH

BAB Vt. RENCANA PROGRAM DAN

BAB VII. KINERJA

BAB VIII- PENUTUP

SERTA PENDANAAN

RII,ANG URUSAN

Menengah

tqr



2.t. fttrs, Fuag.i d{r Sttukut Otgarira3i
Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Banjar- Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat Kabupaten Banjar

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daeralr

yang dipimpin oleh seorang Insp€litur yang berkedudukan dan

bertanggundawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat

Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar berdasarkar Peraturan Daerah

tersebut mempunyai Tipe A.

Struldur organisasi Inspeldorat Kabupaten Banjar terdiri dari

Inspektur, Sekretaris yang terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub

Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Inspektur

Pembantu Wilayah I, lnspel(hrr Pembantu Wilayah ll, InspektLrr

Pembantu Wilayah III, dan lnspektur Pembantu Wilayah IV yang

mengkoordinir Jabatan Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraaa

Urusan Pemerintahan Daerah dajr Auditor Kepegawaian.

Inspektorat Kabupaten Banjar mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan pengawas:rn penyelenggaraan pemerintahan dan

menyelenggarakar pembinaar kegiatan Pemerintah Daerah yang

menjadi kewenangan daerah. Unhrk melaksanakan tugas diatas,

InspeLtorat Kabupaten Banjal mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan pengawasan penyelengga-raan pemerintah

daerah;

b. perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakair umum

yang ditetapkan oleh Bupati;

c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintah daerah;

d.pengkoordinasian Inspektorat Kabupaten Banjar kegiatan

Pengawasan;

BAB II
GAMBARAIT PEIJIYAITAIT IIISPEKTORAT XABT'PATEN BANJAR



e. fasilitasi kegiatan pengawasan Iintas sektor;

f. pemeriksaan, pcngusutan, pengujian dan pcni.laian tugas

pengawasatr;

g. cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan

pemerintah daerah; dan

h. pengelolaart urusan kesekretaiiatan.

Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Selsetaris dan Inspeldu.r Pembantu

Wilayah adalah sebagai berikut :

2.1.1. Ilrpcltut
Tuglf
Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

tugas Inspektur yang meliputi perencanaan pengelolaan

pengembangan dan pengenda-lial teknis.

trung.l
a. perumusan kcbijakan pengawas.rn dan pcmbinaan kcgiatan

telmis;

b- perumusan kebijakan dan penyelenggaraa-n kegiatan;

c. perumusan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja;

d. pengkoordinasian seluruh kegiatan Inspeldorat Kabupaten

Banjar serta pengendalian pelaksanaan operasional kegiatan

Inspektorat Kabupaten Barrjar;

e. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan;

f. penanggung jawab sduruh kegiataE Inspektorat Kabupaten

Banjar dan pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat

Kabupaten Banjar;

g. penyelenggaraan koordinasi denga-n instansi terkait di bidang

penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan pembangunan;



h. pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bupati

dan semua unit keda / perangkat kerla pemerintah daerah;

i. pengambil kebijakan yang tepat terhadap permasalahan yang

timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar- tepat sasaran

dan tujuarr organisasi;

j. perencanaan darl kerjasama dengan instansi terkait berkenaan

dengan kegiatan pengawasan pembangunan lnspektorat

Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan darl

pelaksanaan kegiatan;

k. pembinaal dan peningkatan kemampuan prestasi para

pegawai di lingkungar Inspeli.torat Kabupaten Banja-r; dan

l. pelaporan pelaksanaan pekedaan dan pelaksanaan tugas

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1,2. 8GLrGt.rt t
Sekretariat dipimpin oleh scorang Sekretaris yang membawahi 3

sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaa!; Sub Bagian Keuangan

dan Sub Bagian Umum dan Kepregawaian.

Tugrr
Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
penlrusunan program perencanaan, keuangan, umum dan

kepegawaial.

fua$f
a. penJ rsunan ptograjn di bidang perencanaan dan pengelolaa-n

keuangan di lingkungan Inspeldorat Kabupaten Banjar;

b. pelaksanaan urusan surat-menlar-rrat, kearsipan, perjalanan

lnspektr.rr, nrmah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan

kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Banja.r; darr

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur terkait

dengan rugas dan fungsinya.



2.1.3. Intpeltur PcEbrltu Wthy..h
Tug.r
lnspektur Pembantu Wilayah I, lnspektur Pembantu Wilayah II,

Inspektur Pembantu Wilayah III, dan lnspektur Pembantu

Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan

terhadap p€laksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus

pengaduan di wilayah masing-masing.

fuaC.t
a. perencanaan prograrn pengawasan di wilayah masing-masing;

b. pengkoordinasiaa pelaksanaan pengawasan di wilayah

masing-masing;

c. penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;

d. fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor:

e. pemeriksaan, pengusutan, pcngujian, dan penilaian tugas

pengawasan di wilayah masing-masing; dan

i cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pcngawasan

pemerintahan daerah.

2.2. SuDber D.yr
Dalam melaksanakan tugas dal fungsi pengawasan, Inspektorat

Kabupaten Banjar didukung oleh sumber daya mahusia dan aset seperti

tergambar dibawah ini-



2.2.1. Sutnber Daya Manusla

Trbcl 2. I
SDM lnspeldorat Kabupaten Banjar Berdasarkal Golongan

1sul,l,p/ ddta : dCit tunn^atil pengaMi ttqEtto..tt fatu 2O2t)

No Pangkat/ Golongan Jumlah

I Pembina Utama, fv/e o

2 Pembina Utama Madya, IV/d 0

3 Pembina Utama Muda, IV/c 1

Pembina Tingkat I, IV/b 10

5 Pembina, w/a 10

6 Penata Tingkat I, [I/d 16

Penata, III/C 3

Penata Muda Tingkat I, III/b 2

Penata Muda, III/a 5

Pengatur Tingkat I, II/d I

Pengatur, II/c o

Pengatur Muda Tingkat I, U/b o

Pengatur Muda, Il/a o

t4 9

Jultrleh 56

4.

7.

8.

9.

10.

11.

't1



No Pangkat/Golongan Jumlah

1 Sarjana Strata I o

2 Sarjana Strata II l3
SaljaDa Strata I 31

4 Diploma IV 1

5 Diploma Ill 0

6 SMA / Sedera,iat .)

Jutnlah 47

Trbcl 2. 2

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Berdasarkan Pendidikan

(Swnbet dala: .laiu Mhinatil pengMi napektotdt Tdhun 2021)

Tebcl 2. 3

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar Fungsional Auditor

No Pangkat/Golongan Jumlah

I Auditor Utama o

2 Auditor Madya 7

Auditor Muda 6

4 Auditor Pertama

5. Auditor Pelaksana 2

Jumlah 1S

lsunbet Aah : .ldJt4t tuninatiJ pe^gaMi l6t*ktomt tohun 2021)

3.

3.



Tabcl 2. 4

SDM Inspektorat Kabupaten Banjar F\rngsional PPUPD

No Pangkat/Golongan Jumlah

I PPUPD Utama o

2 PPUPD Madya 8

3 PPUPD Muda 9

4 PPUPD Pertama o

Jumlah
lsuntEt dara : dCrat tunnaori! pen4a&i tcspe\tod, rohan 2O2 t )

Iebcl 2. 5

SDM Inspelrtorat Kabupaten Banjar: F\rngsional Auditor

Kepegawaian

No Pangkat/Golongan Jumlah

I Auditor Kepegawaian Utarna o

2 Auditor Kepegawaian Madya 0

3 Auditor Kepegawaian Muda o

4 Auditor Kepegawaian Pertama 1

Jumlah I
(Sunbz/ ddrd : daltar tuninatif pengdwi Ins,€ktotut fohu^ 2021)

2.2.2. Sumber Daya Aset dan Sarana

Sumber daya Lain berupa aset dan sarana yang dikelola oleh

Inspeldorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar adalah sebagai

berikut.

t7



2.3.

Tabel 2. 5

Sumber Daya Aset dan Sarana

No Aset dan Sarana Jumlah

1 Tanah 6.279 m2

2 Gedung Kantor 156 m2

Mobil Jabatan I unit
I Mobil Operasional 7 unit
5 Sepeda Motor 5 unit

6 Personal Computer 5 bual'

7 Computer Deshop l6 buah

8 Laptop 48 buah
(s!n\be, datd: Ddfr.@ 

'<ortu 
l^@nt6/a B@@s tahuh 2021)

XlncrJa Pchlrrni!
Kinerja adalatr capaian hasil/dampa-k dari program/sasaran

sehubungan dengan penggunaan sumber daya pemba-ngunan. Indikator

Kinerja adalah tanda yang berhrngsi sebagai alat ukur pencapa.ian

kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalarn bentuk

keluaran (output), hasil (outcome), dampak {nnpac4.

Kineqa pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk program dan

sasaran pada periode Renstra Tahun 2016-2021 berdasarkan l,aporan

Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari Indeks Kepatuhan; Tingkat

Maturitas SPIP; Tingkat Kapabilitas APIP; Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti; dan Persentase SKPD yang telah

menjalankan ltr/ElK dan WBBM. Untuk Indeks Kepatuhan merupalan

iodikator yang ditetapkan pada Perubahan Renstra pada tahun 2019,

sehingga indikator ini tidak terlihat secaia penuh selama periode

Renstra tahun 20 I 6-202 1.

Pencapaian kine{a pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar pada

Tahun 2016-202f dapat digambarka-n pada tabel berikut.



Tetcl 2. 7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

Tal8cr Rcnstra Tahun kc Kc

2
(2018)

t,09

l
(r019)

!f
4
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l
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l
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10
96,)6

4
(2020)
lt

95,01

5
(202 L)

I
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L.vcl

3

I I I1 Tingkal Maturitas SPIP

2 3 l 3 3

Lclcl2

3 3

I.l Tingkat K,prbilitas A?IP

2 3
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l 3 3

L.vcl 2

l l l
I I I

4 1000r, I00q, t,25 1,25 1.25PcNentase penSaduan masyarakat

yrns dit indarbnjuli

809.

Pcrsenrase SKPD yang tclah

nrcnjalankan WBK dan WBBM

0 0 5,56% 0 0 5.45 I 0.985

t22
90,t 3

I

1009,, 1.25

5.45



Berdasarkan Tabel 2.7 diatas, interpretasi capaian kinerja

pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjai Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut :

1. Indeks Kepatuhan

Indikator Indeks Kepatuhan diguns-kan pada tahuD 2Ol9 [tahun
ketiga) ketika Renstr:a Inspeldorat Kabupaten Banjar dilakukan

Perubahan. Sebelumnya indikator yang digunakan adalah Persentase

SKPD yarg mendapat nilai SAKIP > 60 dan SKPD yang menyajikan

laporan keuangan sesuai SAP.

Rasio capaian lndeks Kepatuhan pada tahun ke 3 {2019} adalah 1,09

dan pada tahun ke 4 {2o2ol terjadi penuiunan menjadi 1,06.

Indikator Indeks Kepatuhan dibentuk dengan menggunakan

komponen komposit yang terdiri dari beberapa unsur dalam

Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Pembangunan 7.ona Integritas

Menuju WBK dan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat.

2. Tingkat Matu.ritas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah adalah tingkat kemata-ngan/kesempurnaan

penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam

mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

Kerangka maturitas SPIP terpola dalan enam tingkatan yaitu: 'Belum

Ada" (O), "Rintisa!" (1), "Berkembang" (2), "Terdefinisi" (3), "Terkelola

(a) dan Terukur (5)",

Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Banjar pada awal Renstra

berada pada l,€vel 2 (Berkembang), kemudian pada tahun kedua

hingga tahun ke empat (2020), capaian Tingkat Maturitas SPIP sudah

berapa pada Irvel 3 (Terdefinisi). Rasio capaian indikator ini adalah I

mulai tahun 2Ol6 hingga tahun 2O2O.



3. Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-

tugas pengaq,asan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait

yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia

{SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran

APIP secara efektif.

Tahapan penilaian Tingkat Kapabilitas APIP meliputi penilaian

mandiri (sel/ assessmen4, peningkatan mandiri (sef improuemenQ

dan penjaminan kualitas (qualiry assurErnce) oleh BPKP Perwakilan

dall BPKP Pusat.

Capaian indikator Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten

Banjar Kabupaten Baijar hingga tahun ke 4 Renstra (tahun 2O2O)

sudah mencapai Level 3 dengan rasio capaian 1 yaitu sesuai dengan

target yarg ditetapkan dalam periode Renstra ini.

4. Persentase pengaduan masyaralat yang ditinda-klanjuti

Definisi operasional indikator ini adalah penyanpaiar keluhan yang

disampaikan pengadu kepada Inspektorat Kabupateo Banjar secara

langsung maupun melalui saluran elektronik atas dugaal
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku terkait pembangunan,

pengelolaal keuangan daerah dan/atau dugaan pelanggaraa kode

etik pegawai negeri sipil-

Pengaduan masya-rakat yang ditindaklanjuti adalah penanganan

pengaduan masyarakat yang dilaksanakan paling lama 3 [tiga) hari

sejak pengaduan diterima dan dicatat dalam agenda penerimaan

pengaduan rnasyarakat.

Realisasi capaian indikator ini mulai tahun 2016 hingga tahun 2020

adalah 1OO% dengan rasio capaian sebesar 1,25.

5. Persentase SKPD yarrg telah menjalankan WBK/WBBM

Wilayah Bebas dari Korupsi [$/BK) adalah predikat yang diberikan

kepada suatu unit kerja/kawasan y.rng memenuhi sebagian besar

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sisteE



manajem€n SDM, penguatan pengawasan, dan penguatar

akuntabilitas kineda.

Tahap pembangunan z{na integritas menuju WBK meliputi

Pembentukan Tim Kerja; Penlrusunan Renja Pembangunan ZI;

Sosialisasi; Pencanangan; Pemenuhaa Dokumen Pendukung; Self

Assessment; Penilaian oleh TFI; Evaluasi; Penilaian Mandiri

Pembangunan na Integritas melalui aplikasi pmpzi.menpan.go.id.

Realisasi capaian untuk indikator ini pada ta-hun 2Ol9 adalah 5,56%

dalarn bentuk tahapan pencanarlgan untuk 3 (tiga) Perangkat Daerah

yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman

Modal dan PTSP; serta RSUD Ratu Zalecha Maitapura.

Pada tahun 2020, 3 (tiga) SKPD irri secara intensif dilakukan fasilitasi

sesuai tahapan yang sudah disusun dan pada tahun 2021 telah

diusulkan untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi

bersama dengan 2 (dua) Perangkat Daerah Lainnya yaitu Badan

Pendapatan Daerah dan Dinas Perpustakaan dan KeaJsipan.



Trbcl 2, 8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspellorat Kabupaten Barjar Tahun 2o16-2021
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Berdasarkan Tabel 2.8 diatas dapat di interpretasikan bahwa

pendanaan pelayanal pada Inspeldorat Kabupaten Baljar Xabupatcn

Banjar Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk belanja tidak langsung

dalam kurun wal<hr 2016 saqpai dengan tahun angg.rr.a 2O2O r^ta-
rata 0,84, dengan rasio tertinggi telja.di pada tahun a,]ggjara[ 2017

yaitu 0,95 dan rasio terendah tetjadi pada tahun arggaran 2018

yaitu 0,74;

2. Rasio antara realisasi dan anggaran untuk bel,anja laJrgsung dalam

kurun wakhr 2016 sampa-i dengan tahun anggarzrn 2O2O rata-rata

0,91, dengan rasio tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2018 dan

2019 sebesar O,93 sedangkan rasio terendah terjadi pada tahun

anggaian 20 16 yaitu 0,87;

3. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung dari tahun anggalan

2016 sampai dengan tahurr anggaran 2O2O ad.alah 0,160/o.

Pertumbuhan anggnr.rn tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2018

yaitu 0,33% dan pertumbuhan terendah terladi pada tahun 2016

yaitu -0,04%.

4. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung dari tahun anggaran 2016

sampai dengan tahun anggaran 2O2O adalah -O,l?/o. Pertumbuhan

anggaran tertinggi tetjadi pada taiun anggaran 2019 yaitu 0,25%

dan pertumbuha! alggaran terendah adalah pada tahun .rnggaran

2O2O yait]) -O,96Yo.

5. Pertumbuhan belanja langsung pada tahun 2O2O sebesar -0,96%

merupaka-n pertumbuhan tercndah, hal ini disebabkan terjadinya

pandemi Corona virus deseasc (Covid 19) sehingga kebijakan

pemerintah melakukan rasionalisasi anggaran untuk keperluan

penangansn Covid 19.



2.4. Trlttrngrn drB PclErrg PGntembargea Pcleyrnor

Berdasarkan analisa terhadap kebijakan pengawasan yang

dikeluarkal oleh Kementerian Dalam Negeri Republil Indonesia, dalam

ha-l ini Inspektorat Kabupaten Banjar Jenderal Kementerian Dslam

Negeri, kebijakan pengawasan yarrg dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunal, kegiatan mandatori yang dikeluarkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Apalatur Nega-ra dan Reformasi Birolsasi

serta kebijakan kegiatan mandatori dari Komisi Pembera-ntasan Korupsi,

taltangan dan peluang pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Banja.r Kabupaten Banjar dapat diuraikan sebagai berikut :

2.4.1. Trstragrtr
l. Mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2021,

Nilai Integritas Kabupaten Banjar adalah 71,16 berada

dibawah indeks rata-rata dari 60 Pemerintah Kabupaten yang

meLaksanalan SPI pada tahun 2O2O yaltld 72,40:,

2. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Banjar adalah 3,006 hasil

assessment tahun 2016 dan hingga saat ini belum dilakukan

assessment ulang, sedangkan standar penilaian ditingkatkan

berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2O2l tentarg
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

3- Berdasarkan ikhtisa.r Kine{a Pengawasan Tahun 2020, cukup

baryak objek pemeriksaan yarg tirtgkat kepatuhannya

terhadap tinda-k lanjut hasil pemeriksaan masih rendah

berdasarkan juII ah temua-n kewajiban setor dan junla.I.

pengaduan yang disampaikan kepada Inspelirtorat Kabupaten

Banjar.

4. Pandemi Couid .19 belum menuljrrkk,t tetjadinya penurunan

kasus aldif berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Banjar. Kejadiaa pandemi ini berpengaruh besar

terhadap kegiatan ekonoEri masyarakat, kehidupal sosial dan



kesehatan masyarakat serta komposisi anggaran belanja

Pemerintah Kabupaten Banjar.

5. Efek dari kejadian pandemi couid 19 ini berpengaruh juga

terhadap kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang

pengawasan, sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan

Inspektorat Kabupaten Banjar berpotensi selalu mengalami

perubahan ultuk menyesuaikan dengan kebijakan pusat.

2..1.2. Pcluut
l. Komitmen Kepala Daerah dalam penyelenggaraan birokrasi

yarrg bersih dar akuntabel melalui peningkatan integritas

aparatur.

2. Tersusunnya instrument untuk penilaian Kepatuhar dan

Kineda Intern sebagai baseline dan peta kinerja organisasi

p'erangkat daerah sebagai dasar pembinaan dan pcngawasan

oleh Bupati terhadap perangkat daerah dalam bentuk

Peraturan Bupati darr aplikasi berbasis ueb.

3. Adanya regulasi di daerah yang mengatur secara sistematis

terkait pembina,an dan pengawasan oleh Bupati serta

ketentuan yang mengatur tentang sistem dan prosedur

pengawasan melalui Peraturan Bupati.

4. Sinergitas ya,ng baik anta.ra lnspektorat Kabupaten Banjar

dengan BPK dan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan serta

APIP dengan APH di Kabupaten Banjar dalam melaksanakan

fungsi pengawasan dan pencegahan teljadinya korupsi.



BAB III
PERUASAIAIIAIT DAN ISU-ISU STR.ATEGIS

3.1 ldcrtifilart Pcrmr!.hhu Bcrrterartaa Tugae deE tru8gli Pcl.yals!
Memperhatikan kineda Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 20l6-

2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.7 dan berdasarkan tugas

dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar yang mengacu pada Peraturan

Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan F\-rngsi Serta Tata Kerja lnspektorat Kabupaten

Banjar, beberapa permasalahan yang ada pada Inspektorat Kabupaten

Banjar adalah sebaga.i berikut :

Trbcl 3. 1

ldentitrkasi Permasalahan Pada Inspektorat Ihbupaten Banja.r

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

Capaian Maturita3

SPIP Lcvel 3 dcngan

catatan

Kurangnya implementasi

Unsur SPIP pada

Pcmcrintah Daerah

Kurangnya komitmen pimpinan

dan bclum disadarin)'a SPIP

sebaAai hal yang penting

belum maksimqlnya tugas dan

peran satgas SPIP da]arn

mclaksanakan kegiatan

pcnyclenggaraan SPIP

Persentase Ttndak

Lanjut Hasil

Pemeriksaan APIP

80 vo

Terlambat melaksanakan

tindak lanjut sesua.r

rekomendasi t aporan Hasil

Oby€k PenBawasan tidak dapat

memenuhi rekomendasi hasil

pengawasar

B.luh a.le

Perangkat Daerah

yans memperoleh

predikat WBK

Pclaksanaan tahapan

menuju WBK terhambat

kaEna Pandemi Covid l9

Pcmbengunan zona intcgritas

menuju WBK memcrluksn

t hepen yang cukup panjang,

schingAa PD ysn8 ditetapkan tidak

dapat m€nyesuaikan dengan

tr,el(tu yang ditctapkan untuk
pcngusulan ke TPN.

Srnber data : peagolohon dato



3,2 Tclarhu Viti, Uttl dr! PrognE Buprtl drr WrLil Bupstt

Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjar sebagaimana tertuang dalarn

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021

- 2026 adalah Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan

Agam.is denga-n penjabarar :

ITAIU
. Maju da-lam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai

menjadi lebih baik {laku, pandai, da! sebagainya); berkembarg.
. Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembarig menuju

kepada kondisi yang lebih baik sesua.i dengan ukuran atau indikator-

indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau Hun n
DeDelopnent Index lHDll .

IAIIDIRI
. Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau

dimalqrai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak

bergantung pada orang lain.
. Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu

untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif.

Selain itu mencoba mengatasi masa.lah tanpa meminta bantuan

orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju

kesempurnaan.
. Mandiri dapat diartikan kemandirial daerah merupakan ukuran

yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam

menyelcnggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kcpada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan

mengoptimalkan potensi daerah.



A(iI IS

Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini

adalah daerah yang beragama dengan malna sebagai daerah yang taat

menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau

daerah yang berperilaku s€suai dengan tuntunar agama. Beragama

merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika

hidup, kehad.iran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu
menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

Selaljutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas

ma.ka dijaba-rkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk
peiode 2O2l-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia

2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan

pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan

3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelarljutan

4. Penyelenggaraan kepemerintaian yang amanah, baik, bersih dan

efektif

5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan

berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat

yang tertib, anan, dan demolcatis

Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Perangkat Daerah yang

melaksanakan fungsi pengawasar mendukung pelaksanaan misi ke

empat yaitu Penyelenggaraan kepemerintahan yang arnanah, baik,

betsih dan efektif dengan Sasaran Rencana Strategis Mewujudkan

Pengawasan Yang Berkua.litas Dan Efektif dengan indikator Indeks

Intcgiitas yang didukung melalui Program Pcnyclenggaraan pengawasan

dengan indikator Indeks Kepatuhan dan Kinerja lntem dan Program

Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Ttrjuan Rencana

Strategis Inspcktorat Kabupaten Barjar dalam mendukung misi ini
adalah Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan

indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).



3.3 Telrrh.! Rcncrtr. stsrtegi. Proqhd
T[gas da-n fungsi lnspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Selatsrr

diselenggarakan dalam rangka mensukseska.n visi : "Kalsel Mapan

(Mandiri dan Terdepanl l,ebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri Dan

B€rdaya Saing" dengan mewujudkan Misi : "Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan Yalrg Profesiona.l darr Berorientasi Pada Pelayana!

PublilC.

Trrjuan dal sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran untuk mencapai misi

perencanaa! jangka menengah daerah dalam rangka meningkatkan

kinerja pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dan meningkatkan

mutu pelayanan publik bagi segenap lapisan masyarakat.

Tujuan yang ditetapka-n adalah Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Internal Pemerintah Provinsi Kali&antan Selatan dengan sasarar

Merturunnya perangkat daerah dengan temuan eksternal ya-ng material

serta Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dengan

sasaran Terwujudnya Zona Integritas lzll pada unit Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Tchrhu ReDcrttr Trt. Ruerg Ythyrh ;.n Kfjfrn Lirglultgu
Etdup Stntcgir

Untuk mewujudkan tujuan Inspektorat Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar, dijabarkan ke dalam sasaran, stiategi dan kebijakan

serta melalui pelaksanaan progr:am, kegiatan dan sub kegiatan. Sesuai

dengan tugas dan fungsi Inspeldorat Kabupaten Banjar selaku aparatur
pengawasa-n, mal<a program, kegiata,n dan sub kegiatan yang ada di

Inspeldorat Kabupaten Banjar tidak ada yalrg terkait langsung dengan

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Sbategis

(KLHS), meskipun pada salai satu indikator T\tjuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) pada dokumen KLHS memuat indikator yang

berkaitan dengan pengawasan yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).



Akan tetapi da]am melaksanakan tugas pengawasar, lnspektorat

Kabupaten Banjar senantiasa mengawal pencapaian tujuan dan sasaian

strategis melalui kegiatan pemeriksaan, pemantauan, evaluasi, reviu dan

pelayanan jasa konsultasi-

3.5 Pcactrtuar lru-Iru Stntcglr
Isu Strategis adalal kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepaakan dalam perencanaan pembangunan Daera-h karena

dampaLnya yang signifikan bagi Daerah dengan karalteristik bersifat

penting, mendasar, srendesak, be4algka menengah/ panjang, dan

menentukan pencapaian tujuan penyelengga-raan pemerintahan Daerah

di masa yang akan datang.

Dengan menggunakan metode pembobotan berdasarkan 6 (enam)

kiiteria yarg terdiri dari Memiliki pengaruh yang besar/signifikan

terhadap pencapaian sasar€rn Renstra; Merupakan tugas dsrn tanggung

jawab Inspektorat Kabupaten Banjar; Dampak yang ditimbulkannya

terhadap publik kurang baik; Memiliki daya ungkit untuk pembangunan

daerah; Kemungkina! dan kemudahannya untuk ditangani; dan

Berkaitan dengan janji politik yang perlu diwujudkan.

lsu-Isu strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar

berdasarkan pembobotan yang dilakukan oleh Tim PenJrusun Renstra

adalah sebagai berikut :



No Isu Strategis Bobot

I Peningkatan pelayanan APIP dalam bentuk

pendampinge!/asistensi terhadap Perangkat Daerah yang

te.diii atas Sistem Pentendalian Intern Pemerintah (SPIP),

Manajemen Risiko dan Reformasi Biiokrasi

85

2 Perubahan paradigma Aparat Pengawasan Intem

Pemerintai

75

3 75

4 Pemenuhan jumlah sumber daya manusia APIP 45

5 Pengawasan penanganan Covid 19 10

Trbcl 3. 2

Isu-Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar

(sunbet d41a : rE qolahon data)

Dari isu- isu strategis diatas dapat diuraika-n be-hwa APIP memiliki
peran strategis dalam menunjang daJl memperkuat efektivitas sistem

pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif,

efisien, dan akuntabel. Pembahan cara pandang lama di mana APIP

hanya bertindak sebagai uat hdog yang identik dengan pencari

kesalahan. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran paradigma

pengawasan dimana APIP dituntut untuk rnampu melakukan

penjaminan kua-titas (qua,liry assuranca), dima-na ia turut berperan

secaia aldif dan menjadi bagial da-ri penyelesaian masalah- Di samping

menjalankan firDgsi cssuronce dan a nsulting, APIP diharapkan dapat

berperan sebagai mitra str-ategis (strategic partnet) yarlg membantu

pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesa.ikan berbagai

masalah penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan best practice aud.it

internal terkini, mendorong unit audit intern untuk menjadi rrusted

adui,sor bagi organisasi dalam menghadapi beragam permasalahan serta

mengarttisipasi berbagai risiko yang mungkin tedadi.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia APIP



BAB IV
TUJUAIT D.A"TT SASAR.AJT

4.1. Tujuo! daa Sararea Jragla Mcacngah

T\rjuan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk jangka menengah

adalah Terselenggaranya birokiasi yang bersih dan akuntabel dengan

indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi. Sedangkan Sasaran jangka

menengah lnspektorat Kabupaten Banjai Kabupaten Banjar adalalt

Terwujudnya integritas aparatur dengan indikator Indeks Integritas.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) ada.lah indeks yang mengukur

tingkat pemaharnan serta pengalaman masyarakat yang terkait prinsip

antikorupsi. Di Indonesia IPAK diukur dengan menggunakan survei yang

menilai perilaku anti korupsi termasuk di dalamnya terkait dengan

penlruapan yaitu Survei Perilaku Arti Korupsi (SPAK).

Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi

skala kecil (pew conuption) dan tidak mencakup korupsi skala besar

(grond. corruptionl. Data yang dikumpulkan melalui SPAK mencakup

pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman

berhubungan dengan pelayanal publik dalam hal perilaku penlruapan,

pemerasan dan nepotisme. SPAK ini dilal<ukan untuk mengetahui

sejauh mana angka zero tolerance rnasyarakat terhadap korupsi.

Sedangkan Indeks Integritas diambil dari hasil Survei Penilaian

Integritas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

beke{a sam.a dengan pihak ketiga dengan pengawasan mutu oleh Badan

Pusat Statistik, yang respondennya berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan

penerima layalan di Perangkat Daeralt pada Kabupaten tersebut serta

responden ekspert yang kdterianya sudah ditentukan oleh KPK.

Tfrjuan dal Sasaran jangka menengah serta target kinerja yang

akan dicapai seperti tercantum da.lam tabel berikut :



Arbel 4. I
Tujuan dan Sasaral Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar

: RPJMD Tdhun 2O2l - 2026)

TARCET KINERJA TUJUAN/
SASARAN PADA TAHUN KE.

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN

2022 2023 2024 2025 2026
tl) 12\ l3) t4l t5) {61 l8t l9tt7)
I Terselenggaranye

birokresi yang bersih
dan akuotabel

Indcks Persepsi Anti Korupsi 3,05 3,19 3,31 3,48 3,69

2 M€wujudkan
Pengawasan Yarg
Berkualitas Dan Efektif

Indeks Integritas 7 t,66 72,16 72,66 73, r6 73,66



BAB V
STRATBOI DAN ARAH KEBIJAII.AN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Arah

kebijakar adalah rumusan kerangka piki! atau kcrangka kerja untuk

meoyelesaikan pcrmasalahan pcmbangunan dsfi mcngantisipasi isu str:ategis

Daerah/Perangkat Daerah yang dilal<sanalan secara bertahap sebagai

penjabaran strategi.

Rencana Sftategis Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

memuat tujuan yang ditunjang dengan satu sasaran serta diiumuskan

kedalam 3 (tiga) strategi dan 6 (enam) kebijalqn.

Rurnusan pemyataan stlategi da-!t arah kebijakaa jangka menengah

Inspektorat Kabupaten Banjar seperti tercantum dalam tabel berikut.

Trbcl 5. I
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Inspektorat Kabupaten Barljar" Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Kabupatcn Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agarnis

MISI4 : Pcnyelenggaraan kepcmcrintahan yanS amanah, baik, bcrsih dan agamis

rujusrl Sasaran Strategi Ara}l Kebijakan

T€rselenggaranya

birokrasi yang bersih

dan akuntabel

Mcv,njudkan

PcnSawasan

Bcrkua.litas

E:fcktif

Yang

Dan

l. Mcncrapkart

kebijskan

pengawasan

berbasis risiko

I - Meningkatkan

kualitas

pengawasan

intemel;

2. Pclaksanaan audit

bcrbasis kinerja.

2. Pcnjaminan mutu

Kapabilitas APIP

kepabilitas APIP

secara b€rkala

2. Int€nsifikasi



IISI : Terl'njudnya Kabupaten Banj Yang Maj r, Mandiri dan Agsrnis

I ,lSI 4 : PenyelenSgaraan kepem€rintahan yang a.r anah, baik, bersih dan agamis

Tujuan Sasaran Strategi Amh Kebijakan

pcn&rnpingan/

jasa konsultasi;

3. Fokus pada

implementasi

manajcmen rbiko;

4. Bersincrgi pada

pcngendalian

gratiftkasi,

p€mb€rantasan

pungli, sinergitas

APIP-APH dan

pclaporan LHKPN



B.AB VI
N,EITCAITA PROGRT.U DAN XEGIATA]T SERTA PETDAIIAA]T

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah da.lam bentuk

upaya yang berisi satu atau tebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan

fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembanguna-lr

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran

{ouQu4 dalam rangka mencapai hasrl loutcomel suatu progrEun.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil

Bupati Banjar peiode 2021-2024, khususnya Misi ke empat Penyelenggaraan

kepemerintahan yang amanah, baik, bersih dan agamis dengan Sasaran

RPJMD Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan alruntabel dan Sasalan

Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Mewujudkan Pengawasan yang

Berkualitas dan Efektif yang menjadi tanggung jawab lnspeLtorat Kabupaten

Banjar, telah disusun Progra&, Kegiatan da.rr pendanaan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tenta-ng Klasifikasi,

Kodetrkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dall Keuangan

Daerah, kemudian dilakukan pemutaLhiran berdasarkal Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor O5O-37O8 Tahun 2O2O tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Program yang akan dilaksalakan Inspektorat Kabupaten Banjar

adalah Program Penyelenggaraal Pengawasan dengan indikator Indeks

Kepatuhan dan Kinerja Intern dan Program Perumusan Kebijakan,

Pendanpingan dan Asistensi dengan indikator Tingkat Persepsi Kapabilitas

APIP dan Kode Etik serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.



Definisi Operasiona-l dan Rumus serta sumber data dan

yang digunakan terhadap T\rjuan, Indikator Sasaran dan

I€mpiran 1.Program sebagaimana terlampir

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Inspektorat Kabupaten

Ta}frJr. 202l-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Trb.l 6. 1

Rencana Program, Kegiatan dan Pcndanaan Inspeldorat l(abupatcn Banja,
r.rFt an.irr Proq!0 ah t



r.rr.. *mrr.
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BAA VU
XI]TERJA PEITYELEII(X}ARA.AIT BIDAIIG T'RUSAJT

Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang

Kcdudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi serta Tata Kerja

Inspeli.torat Kabupaten Banjar, dinyatakan bahwa lnspektorat Kabupaten

Banjar merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan pemcrintahan daerah

dengan tugas membantu Bupati mclaksal1akan pengawasan pcnyelcnggaraan

pcmerintahan dan menyelenggarakan pembinaan kcgiatan Pemerintah Daerah

yang menjadi kewenangan daerah.

Untul< melaksalakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar

mempunyai tungsi perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraa-n

Pemerintah Daerah; perencanaarl progr€rm pengawasan; penyelenggaraan

pembinaan kegiata-n Pemerintah Daerah; fasi.litasi kegiatan pengawasan lintas

sektor; pemeriksaal, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

evaluasi dart pelaporan pela-ksanaan pengawasan kegiatan Pemerintah Daerah.

Atas dasar ketentuan diatas, kinelja T\:juan Terselenggaranya birokrasi

yang bersih da-n akuntabel dengan indilator Indeks Persepsi Anti korupsi,

InspeLtorat Kabupaten Banjar menjadi salah satu Perangkat Daerah yang

memangku tanggung jawab dengan Sasaran Mewujudkan Pengawasan Yang

Berkualitas Da-n Efektif melalui indikator Indeks Integritas.

Dengan menggunakan pendekatan logika agar dan maka, Inspektorat

Kabupaten Banjar merumuskan pernyata,a.n agar Indeks Perilaku Anti Korupsi

bisa dicapai, maka perlu meniogkatkan integritas aparatur yang diukur

melalui indikator indeks integritas. Selanjutnya agar integritas aparatur bisa

dicapai mal<a kepatuhan dan kinerja intern semua pera,ngkat daerah harus

lebih baik yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kepatuhan dan

Kinerja Intern.



Untuk itu kinerja Inspektorat Banjar akan bisa dilihat dengan

3 {tiga) indikator diatas komitmen untuk mendukung

tujuan dan sasaran seperti tercantum da.lam tabel

Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

.latd : petvloloh@t dato)

7Tabel I

Kondisi
Kinerja

Period€
RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun
N Indikator

TaIun O
Tahur
kel

Tahun
ke2

Tahun
ke3

Tahun
ke4

Tahun
k€5

Kondisi
Kineda

Pada
Akhn

Period€
RPJMD

I Indeks Perilalu Anti

Korupsi

IPAK

NASIONAL

2O2O : 3,84

3,05 3,19 3,31 3,44 3,69 3,69

2 lndcks lntcgritas 7t I 7 t,66 72.16 72,66 73,16 73,66 73,66

3 Irdcks Kcpatuhan dan

Kinerja Intcm

NA 73Vo 76.k ?a"/" aol'/o ao'v.



BAB VIII
PEITUTI'P

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, arah kebUakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan

yang tcrkait dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar disusun dengal

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021

- 2026, khususnya yang mendukung Misi dan Tujuan yang menjadi

tanggundawab Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu Misi 4 : Penyelenggaraan

kepemerintahan yaig amanah, baik, bersih dan efektii

Keberhasilan Inspekorat Kabupaten Banjar dalam mengemba-n amanah

untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2021-2026 perl'd

didukung oleh aparatur di Inspelidorat Kabupaten Baljar, melalui peningkatan

kapasitas da.fi kapabilitas, dan Perangkat Daerah yang tergabung da-lam fungsi

koordinasi serta objek pemeriksaan melalui kcpatuha-n dan pemenuhan nilai-

nilai integritas.

Selanjutnya bcrdasarkan ketentuan yang berlaku, dirnal:ra survei

perilaku anti korupsi dan survei penilaian integritas melibatkan masyarakat

sebagai responden, sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan desminasi

informasi secara rutin agar masyarakat semakin baik pemahamannya dalam

pemberantasao korupsi.


